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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik mempunyai pengertian yang variatif tergantung dari siapa 

yang mengemukakan sehingga tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu 

pengertian yang representatif memuaskan. Menurut  James Anderson (dalam Islamy, 

2000:17) mendefinisikan kebijakan adalah “A Purposive course of action followed by 

an actor or set of actors    in   dealing  with  a  problem  or  matter   of   concern”  

(“Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 

masalah tertentu”).  

Menurut pendapat Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:18) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai “Is whatever governments choose to do or not to do”  

(“apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”).  Dari 

pendapat ini mengandung pengertian sebagai suatu keputusan untuk melakukan suatu 

tindakan atau tidak melakukan  suatu tindakan,  sehingga diam pun bisa dianggap 

sebagai suatu kebijakan. Selanjutnya Richard Rose (dalam Winarno, 2002:15) 

menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “Serangkaian kegiatan 

yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka 

yang bersangkutan  dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.” 
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 Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

memiliki ciri-ciri antara lain : 

1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada 
tujuan. 

2. Bersifat positif berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah 
tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan suatu keputusan pemerintah 
untuk tidak melakukan apapun.  

3. Serangkaian kegiatan yang tidak berdiri sendiri. 

4. Dibuat dan dilakukan oleh pemerintah. 

5. Didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. 

6. Ditujukan untuk kepentingan umum. 

Berkaitan dengan pajak hotel dan restoran maka  pemungutan pajak hotel dan 

restoran adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan untuk mengatasi masalah 

pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk 

mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan mewujudkan kemandirian 

daerah melalui pemungutan pajak hotel dan restoran.  Implementasi Kebijakan Dinas 

Pertamanan Kota Medan. Dimana dalam pembuatan keputusan tersebut telah melalui 

tahap-tahap pembuatan kebijakan seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan 

dan adopsi kebijakan diantara legislatif dan eksekutif.  

Menurut William Dunn setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan 

yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi 

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. 
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Aktivitas kebijakan yang termasuk dalam prosedur analisis kebijakan  seperti yang 

digambarkan oleh William Dunn di bawah ini : 

Gambar 1. 

 Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan  

 Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan 

 

 
                                                                                                   Penyusunan Agenda 

 

 
                                                                                                  Formulasi Kebijakan 

 

 

                                                                                         Adopsi 
                                                                                                 Kebijakan 

 

 

                                                                                        Implementasi 
                                                                                                 Kebijakan 

 

                                                                                         Penilaian             
                                                                                         Kebijakan 

 
 

Sumber : Dunn, 2003 : 25. 
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Menurut  Winarno (2002:17) bahwa, kebijakan publik secara garis besar 

mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan 

evaluasi kebijakan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga 

kegiatan pokok  yaitu : 

1. Perumusan Kebijakan publik 

2. Implementasi kebijakan publik 

3. Evaluasi Kebijakan publik 

2.2. Implementasi Kebijakan 

Kata  implementasi  (implementation) berasal dari kata dasar verb implement, 

menurut kamus Oxford-Advanced Learner’s Dictionary (1995:595) bahwa to 

implement (mengimplementasikan) berarti to put something into effect 

(menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); to carry something out 

(melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah 

adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang lainnya). 

Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau 

pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses 

menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) membatasi 

implementasi kebijakan sebagai berikut : 
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“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-
kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan 
sebelumnya.  Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk 
mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional 
dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha 
untuk mencapai   perubahan-perubahan   besar   dan    kecil   yang 
ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi 
hanya setelah undang-undang ditetapkan  dan dana disediakan untuk 
membiayai implementasi kebijakan tersebut.”  

 

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-

usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-

usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil.  Dan tahap 

implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan 

untuk membiayai implementasi kebijakan. 

Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil 

adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan 

selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan 

(direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut 

sebagai implementation gap (Andrew Dunsire dalam Abdul Wahab, 1997:61). Besar 

kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada implementation capacity 

dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk 

mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut (Walter Williams dalam  

Abdul Wahab, 1997 : 61).  
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Lebih lanjut Hogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 1997:61) membagi 

pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu : 

1. “Non implementation ( tidak terimplementasikan)   mengandung arti bahwa 
suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena 
pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, 
atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau 
karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan 
permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga 
betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup 
mereka tanggulangi.  

2. Unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil) terjadi 
manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, 
namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan  kebijakan 
tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang 
dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor: 

1. Pelaksanaannya jelek (bad execution) 
2. Kebijakannya sendiri memang jelek (bad policy) 
3. Kebijakan itu sendiri bernasib jelek (bad luck) 
4. Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian telah   

dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang 
memadai, alasan yang  keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan 
yang tidak realistis.” 

 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana 

implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan sehingga  

pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan 

dilaksanakan.  Disamping itu faktor eksternal  perlu diperhatikan pula untuk dapat 

mendukung bagi kelancaran dalam implementasi kebijakan tersebut.  Untuk 

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan 

dirumuskan adalah subyek implementasi kebijakan. Dengan demikian untuk 

mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan Dinas Pertamanan Kota 

Medan  merupakan subyek implementasi kebijakan. 
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Selanjutnya implementasi kebijakan dapat dianalisa dari beberapa pendekatan  

meliputi pendekatan struktural, pendekatan prosedural, pendekatan manajerial, 

pendekatan keperilakuan dan pendekatan politik seperti yang ditulis oleh Abdul 

Wahab (1997:111-120).  Dalam penelitian ini implementasi kebijakan dianalisa 

dengan menggunakan pendekatan prosedural. Dilihat dari pendekatan prosedural 

maka implementasi dipandang sebagai proses prosedural.  Pendekatan prosedural 

menjelaskan implementasi dari proses prosedur yang tepat dijalankan dalam 

implementasi kebijakan.    

Definisi prosedur (procedure) menurut Richard F. Neulschel (dalam 

Jogiyanto, 2001:1), sebagai berikut : “Suatu prosedur adalah suatu urut-urutan operasi 

klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih 

departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari 

transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.”  

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald 

dan Warren D. Stallings, Jr., (dalam  Jogiyanto, 2001:2) mendefinisikan prosedur 

sebagai berikut :  “Suatu prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan 

instruksi yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang 

mengerjakannya, kapan (when) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya.“                                                

Dengan demikian yang dimaksud  prosedur adalah urut-urutan tahapan-

tahapan instruksi bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan menyangkut pelaksana, 

waktu,  tata cara dan aturan maupun ketentuan yang berlaku yang dijalankan. Dengan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



15 

demikian implementasi kebijakan yang dimaksud  adalah  pelaksanaan suatu 

kebijakan sesuai  tatacara, aturan maupun ketentuan yang berlaku. Dimana yang 

dimaksud dengan tata cara adalah urut-urutan bagaimana kegiatan dilakukan, aturan 

adalah hal-hal yang bersifat mengatur sebagai pegangan dalam melaksanakan 

kegiatan dan ketentuan adalah hal-hal yang  bersifat mengikat berkaitan dengan 

aturan yang ada.  

2.3. Model Implementasi Kebijakan 

Model implementasi kebijakan perlu untuk menjelaskan proses implementasi 

kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian diantaranya yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van 

Horn.  Dalam hal ini Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:109) 

menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses 

implementasi kebijakan   yaitu: 

“1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan 

 2.  Sumber-sumber kebijakan. 

  3.  Komunikasi antar organisasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan. 

 4.  Karakteristik badan-badan pelaksana. 

 5.  Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik. 

 6.  Kecenderungan pelaksana.”   

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna di dalam 

menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, hendaknya   

dirumuskan   dengan  jelas  agar  tujuan  dapat tercapai dimana kejelasan rumusan 

standard dan tujuan kebijakan sangat menentukan kinerja kebijakan dari isi rumusan 
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kebijakan tersebut.  Dengan adanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada dapat 

menjadi pegangan bagi pelaksana kebijakan sehingga tidak menyimpang dari tujuan 

yang sebenarnya. 

Sumber-sumber kebijakan atau sumber daya diperlukan untuk mendukung 

kelancaran implementasi kebijakan secara efektif yang meliputi sumber daya manusia 

misalnya keahlian, dedikasi, kreatifitas, keaktifan dan sumber daya dana, sarana 

maupun prasarana.  Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

menyangkut kejelasan, ketepatan, konsistensi, dalam mengkomunikasikan ukuran-

ukuran dan tujuan tersebut sehingga akan memudahkan pelaksana dalam pencapaian 

tujuan kebijakan. Dengan demikian keberhasilan implementasi memerlukan jalinan 

komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut mencakup  baik intern maupun ektern, 

yakni hubungan didalam lingkungan sistem politik dengan kelompok sasaran maupun 

antar organisasi.   

Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana menyangkut norma-norma 

dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif 

yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan  apa yang mereka 

miliki dengan menjalankan kebijakan, yang terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari 

organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.  

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, adalah tersedianya sumber daya 

ekonomi yang dapat mendukung kelancaran implementasi kebijakan dan menyangkut 

lingkungan sosial dan politik (dukungan elit) yang mempengaruhi yurisdiksi atau 

organisasi dimana implementasi dilaksanakan.  Kecenderungan pelaksana 

(implementor) menyangkut persepsi-persepsi pelaksana untuk mendukung atau 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



17 

menentang kebijakan.  Tanpa adanya persepsi yang sama antara pelaksana dan 

pembuat keputusan akan menghambat bagi kelancaran implementasi kebijakan.  

Dari model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn maka dapat 

disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Untuk memenuhi ukuran dasar  dan tujuan kebijakan, 

karakteristik, birokrasi pelaksana diperlukan adanya komunikasi yang tepat.  Juga 

diperlukan  adanya  sumber  daya  meliputi  sumber daya manusia dan sumber dana, 

sarana maupun prasarana  agar kebijakan dapat terimplementasikan.  Dan tersedianya 

sumber daya ekonomi serta lingkungan sosial dan politik yang dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini mengambil model Van 

Meter dan Van Horn dengan satu variabel yang diambil yakni kondisi sosial, 

ekonomi dan politik yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan. Dengan pertimbangan variabel kondisi sosial ekonomi dan politik 

mempunyai relevansi dengan permasalahan  penelitian yang ada yang terjadi di 

lingkungan masyarakat saat ini.  

Lebih lanjut Edwards III mengemukakan bahwa empat faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yakni komunikasi, sumber-sumber, 

kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini juga 

memakai model implementasi kebijakan dari Edward III dengan mengambil variabel 

komunikasi dan sumber daya yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan.  Model Edward III ini hampir mirip dengan model Van Meter dan Van 

Horn. Dalam model Edward III ini lebih jelas menerangkan mengenai variabel 

komunikasi dan sumber daya, dan hal ini sangat relevan dengan penelitian yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini dimungkinkan ada hubungan diantara variabel 
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tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, kondisi sosial ekonomi dan politik,  

namun mengingat terbatasnya penelitian hanya meneliti hubungan antara  variabel 

komunikasi, sumber daya kondisi sosial kebijakan dengan implementasi kebijakan.   

Menurut Rippley(1985:134) bahwa implementasi dapat dilihat dari 2 

perspektif, yaitu compliance (kepatuhan) dan what’s  happening (apa yang terjadi).  

Ditinjau dari Perspektif what’s happening diasumsikan ada banyak faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk diantaranya lingkungan. Untuk 

membatasi ruang lingkup penelitian dan mengarah pada fokus penelitian, dalam  

penelitian ini menggunakan perspektif what’s happening meliputi faktor-faktor yang 

diduga mempengaruhi implementasi. 

Penafsiran yang berbeda-beda sering menimbulkan perdebatan. Meskipun 

demikian, perdebatan ini nantinya justru akan melahirkan suatu program baru yang 

lebih baik. Sedang proses aplikasinya sering dikatakan merupakan suatu proses yang 

dinamis dimana para pelaksana dan pemaksa pada umumnya berpedoman pada 

peraturan-peraturan program atau standar dan realitas yang ada. Dari sudut penafsiran 

dapat dilihat bahwa proses penafsiran banyak dilakukan oleh badan-badan eksekutif, 

birokrat, dan beberapa fihak lain yang terlihat dalam menyelenggarakan program-

program tertentu. Suatu program dapat berlangsung dengan ditunjukkannya apakah 

keberadaan penafsiran masih mencukupi atau tidak. 

(a) Teori Implementasi Kebijakan 

 Analisis kebijakan publik merupakan sebuah disiplin ilmu social terapan yang 

menggunakan berbagai metode kebijakan publik dan argument untuk menghasilkan 

dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat 

dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah 

kebijakan (Dunn, 1994). 
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 Sedangkan kebijakan publik adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa 

yang harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai masalah-masalah yang sedang 

dihadapinya (Ripley dan Franklin, 1982). Sementara itu, (Dunn, 1994), Thomas R. 

Dye (1981), Edward (1980) dan Sharkashy (1971) mengemukakan pengertian 

kebijakan yang agak mirip dimana kebijakan sebagai tindakan, pilihan dan keputusan 

baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencapaian tujuan kebijakan. 

 Menurut James E. Anderson (1975), “Merumuskan kebijakan merupakan arah 

tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah 

actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan”. Jadi konsep kebijakan 

ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang 

dimaksudkan dan konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan 

pikiran diantara berbagai alternative. 

 Fredrickson dan Hart (1985) mengatakan : 

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan 

adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai 

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. 

 Sedangkan komponen-komponen dalam kebijakan tersebut adalah : (1) 

Kebijakan publik, (2) Tuntutan kebijakan, (3) Keputusan kebijakan, (4) Pertanyaan 

kebijakan, (5) Hasil kebijakan. 

 Karena setidaknya ada dua (2) hal mengapa implementasi kebijakan 

pemerintah memiliki relevansi: (1) Secara praktis akan memberikan masukan bagi 

pelaksanaan operasional program sehingga dapat dideteksi apakah program telah 

berjalan sesuai dengan yang telah dirancang serta mendeteksi kemungkinan tujuan 

kebijakan negative yang ditimbulkan, (2) Memberikan alternative model pelaksanaan 

program yang lebih efektif. 

 Berdasarkan pandangan yang diutarakan diatas dapat disimpulkan, bahwa 

proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku 

badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 
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menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut 

jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak 

langsung dapat akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, bauk yang negative 

maupun yang positif. 

 Dengan demikian secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah 

untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai 

hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa et. Al., 1994). Selanjutnya Wibawa et.al., 

(1994) mengutip pendapat lain bahwa keseluruhan proses penetapan kebijakan baru 

bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, 

program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. 

 Kemudian dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini 

dikenal dengan beberapa model, antara lain: 

1. Model Gogin 

 Untuk mengimplementasi kebijakan dengan model Goggin ini dapat 

mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada 

keseluruhan implementasi, yakni: (1) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya 

kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2) Kemampuan 

organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang 

akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan dari 

masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara 

warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya (Goggin et.al,. 1990). 

2. Model Grindle 

 Sebagaimana dikutip oleh Wahab (2001) Grindle menciptakan model 

implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya 

pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang 

terdiri dari: 

 (1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe-tipe manfaat, (3) 

derajat perubahan yang diharapkan, (4) Letak pengambilan keputusan, (5) 
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Pelaksanaan program, dan (6) Sumber daya yang dilibatkan. Isi sebuah kebijakan 

akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar pengambilan 

kebijakan, sebaliknya ada kebijakan tertentu yang lainnya hanya ditentukan oleh 

sejumlah kecil  unit pengambil kebijakan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan 

yang terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat, (2) 

karakteristik lembaga penguasa, dan (3) kepatuhan dan daya tanggap. Karenanya 

setiap kebijakan perlu mempertimbangkan konteks atau lingkaran dimana tindakan 

administrasi dilakukan. 

3. Model Meter dan Horn 

 Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi 6 faktor yaitu: (1) Standar 

kebijakan dan sasaran yang menjalankan rincian tujuan keputusan kebijakan secara 

menyeluruh, (2) Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, (3) 

komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana 

untuk memakai tujuan yang hendak dicapai, (4) karakteristik pelaksanaan, artinya 

karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil 

tidaknya suatu program,(5) kondisi sosial ekjonomi dan politik yang dapat 

mempengaruhi hasil kebijakan dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan 

yang akan ditetapkan. 

4. Model Deskriptif 

 William N. Dunn (1994) mengemukakan bahwa model kebijakan dapat 

diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang paling 

penting diantaranya adalah; (1) Perbedaan menurut tujuan, (2) bentuk penyajian dan 

(3) fungsi metodologis model. Dua bentuk pokok dari model kebijakan adalah: (1) 

Model deskriptif dan (2) Model normative. Tujuan model deskriptif adalah 

menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan pilihan kebijakan, model 

kebijakan digunakan untuk memonitor hasil tindakan kebijakan misalnya 

penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan di 

lapangan. 
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 Willian Dunn (1994) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian pilihan 

yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang 

dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kejelasan antara kebijakan dan kinerja 

implementasi yaitu: 

 Standard dan sasaran kebijakan. 

 Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktifitas 

 Karakteristik organisasi komunikasi antar orgaisasi. 

 Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

 Sumber daya  

 Sikap pelaksanaan. 

 Selain itu Rippley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan 

implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu: 

a. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan 

stake level burcancrats terhadap atas mereka. 

b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya 

personal. 

c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua 

pihak terutama kelompok penerimaan manfaat yang diharapkan. 

 Faktor-faktor yang mempengarhui kinerja kebijakan selanjutnya dapat 

disebutkan sebagai berikut : 

 Organisasi atau kelembagaan. 

 Kemampuan politik dari penguasa 

 Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang 

 Kebijakan pemerintah yang bersifat tak remental. 

 Proses perumusan kebijakan pemerintah yang baik 

 Aparatur evaluasi yang bersih dan berwibawa serta professional. 

 Biaya untuk melakukan evaluasi. 
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 Tersedianya data dan informasi sosial ekonomi yang siap dimanfaatkan oleh 

penilai-penilai kebijakan. 

 Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan 

beberapa factor: 

a. Informasi 

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang 

kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi 

kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu. 

b. Isi Keberhasilan 

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan 

kebijakan atau ketidak tepatan atau ketika tegasan intern ataupun ekstern atau 

kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti 

adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu. 

c. Dukungan 

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak 

cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. 

d. Pembagian Potensi 

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para actor implementasi dan 

juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas 

dan wewenang. 
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